
DTSEN 

(DATA TUNGGAL SOSIAL 

EKONOMI NASIONAL)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

@sosialp3agkwww.sosial.gunungkidulkab.go.id

DISAMPAIKAN PADA RAKOR RENCANA IMPLEMENTASI 
SAKIP PADA KALURAHAN

WONOSARI, 14 OKT 2025



DASAR 
HUKUM 
DTSEN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 

Penanganan Fakir Miskin

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang 

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 

Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN

Keputusan Menteri Sosial 79 HUK 2025 Tentang 

Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga 

untuk Penyaluran Bantuan Sosial



DTSEN (DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL)
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2

DTSEN  adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat 

kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan 

data kependudukan.

DTSEN dibangun dari 3 sumber data utama: DTKS, P3KE, REGSOSEK yang 

kemudian ditunggalkan dan dipadupadankan dengan data Dukcapil.

YANG HARUS DI KETAHUI TENTANG DTSEN

3
DTSEN digunakan untuk mendukung keterpaduan program 

pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga dan 

pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang 

terukur dan berkelanjutan.



Rekapitulasi DTSEN per desil Periode Juli 2025

REKAP DTSEN DESIL 1-5
KELUARGA : 174.895 KK
INDIVIDU   :  521.258 JIWA



Rekapitulasi DTSEN desil 1-5

Per September 2025

REKAP DESIL 1-5
KELUARGA : 175.746 KK

INDIVIDU        :  524.486 JIWA



ALUR PEMUTAKHIRAN DTSEN

Masyarakat dapat mengusulkan 

bantuan sosial melalui :

1

• RT

• RW

• Dukuh

• PSKS (TKSK, 

PENDAMPING PKH, 

DLL)

Kemudian usulan dibahas dalam 

Musyawarah Padukuhan (MUSDUK)

Hasil MUSDUK dibawa ke 

Kalurahan sebagai bahan 

Musyawarah Kalurahan 

(MUSKAL) untuk 

pengusulan bansos 

2
Usulan bansos diinput ke 

SIKS-NG online dan 

dilakukan pengesahan 

oleh Lurah  dengan 

mengupload berita acara 

MUSKAL atau SPTJM 

Lurah

3
Dinas Sosial P3A 

Kabupaten melakukan 

verifikasi dan validasi 

usulan Kalurahan
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Usulan yang terverifikasi 

ditetapkan oleh Kepala 

Daerah lalu diupload di 

aplikasi SIKS-NG online

5
Kementerian Sosial 

melakukan Verval usulan 

dari Pemerintah Daerah

6
BPS Pusat melakukan 

pemutakhiran DTSEN dan 

pemeringkatan 

kesejahteraan

7



➢ Kapanewon – Jawatan Sosial
        Memantau dan Monitoring Kegiatan vervifikasi dan validasi DTSEN di Kalurahan 

➢  Kalurahan
      a. Melaksanakan musyawarah Kalurahan DTSEN minimal 3 bulan sekali
      b. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi DTSEN setiap bulan (Meninggal, Pemadanan Capil, dll)
      c. Melakukan Usulan DTSEN, BANSOS di aplikasi SIKS-NG Online sesuai hasil Musyawarah
          Kalurahan
   
➢ Pendamping Sosial (TKSK, PKH, Peksos,WKSBM,Karangtaruna, PKK. Kader, dll)
        Membantu Proses Pendataan warga miskin yang belum terdaftar DTSEN / Bantuan Sosial

➢ Dukuh 
        a. Melakukan Pendataan warga miskin dan melakukan Musyawarah Tingkat Padukuhan 
        b. Melakukan Usulan Bansos, Pembaruan Desil sesuai hasil Musyawarah Padukuhan ke Kalurahan
 

PERAN KAPANEWON, KALURAHAN, DUKUH DAN PENDAMPING  
DALAM VERVAL DTSEN



KETERANGAN:
1) TGL 1-11 tiap bulan usulan 
bansos melalui SIKS NG online
2) Tgl 1-14 tiap bulan pengesahan 
usulan bansos dengan mengupload 
BA MUSKAL atau SPTJM Lurah
3) Tgl 1-17 tiap bulan PENGESAHAN 
USULAN BANSOS oleh Kepala 
daerah melalui DINSOS
4) TGL 1 – AKHIR BULAN : USULAN 
PEMBARUAN DESIL 



KONSEKUENSI PENGGUNAAN DTSEN

1.Dinamis: Pemeringkatan berubah dalam kurun waktu 3 bulan sekali akibat pemutakhiran data;

2.Inclusion Errors : mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima (desil atas);

3.Exclusion Errors: mereka yang seharusnya menerima namun tidak menerima (desil bawah);

1.Selalu ada yang keluar dan ada yang menggantikan;

2.Siapa yang keluar: yang inclusion errors, yang masuk daftar negative list, yang 

bansosnya disalahgunakan (judol), yang sudah sejahtera (graduasi);

3.Siapa yang masuk: yang exclusion errors, dan yang sesuai dengan kriteria program;

Pemeringkatan (Desil)1.

Penerima Bansos Berubah2.



KONSEKUENSI PENGGUNAAN DTSEN

1.Kuota bansos Nasional tidak berubah:10 juta KPM PKH,18,3 Juta KPM Sembako, 96,8 Juta Jiwa PBIJK

2.Distribusi penerima bantuan daerah berubah: mengikuti proporsi jumlah penduduk miskin di daerah, 

semakin banyak penduduk miskin semakin banyak kuota bansos; (azas keadilan);

3.Daerah yang kurang dari kuota akan ditambah, daerah yang over kuota akan berkurang;

1.Terjadi protes bagi mereka yang awalnya menerima bansos, akhir nya tidak menerima. 

Mitigasi: dipersilahkan mengajukan usulan/sanggahan melalui aplikasi cek bansos

2.Terjadi perubahan penerima PBI di Daerah, sehingga capaian UHC daerah berubah. 

Mitigasi: realokasi kuota PBI daerah menggunakan azas keadilan;

3.Layanan kesehatan kepada masyarakat terhambat.                                                          

Mitigasi: disiapkan mekanisme reaktivasi PBI dengan cepat untuk mereka yang benar-

benar miskin;

Penerimaan Bansos Daerah Berubah3.

Mitigasi Resiko4.













Penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan 
program kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan 
Kepmensos 79/HUK/2025 dilaksanakan dengan ketentuan:

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kelompok desil 1 
(satu) sampai dengan 4 (empat);

Penerima program sembako menggunakan kelompok desil 1 (satu) sampai 
dengan 5 (lima);

Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan kelompok desil 1 
(satu) sampai dengan 5 (lima)

Penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial dapat menggunakan 
rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) atau berdasarkan 
hasil asesmen; dan

Penerima bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian 
Sosial dapat menggunakan rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 
5 (lima) atau sesuai dengan hasil asesmen pada masing-masing program.
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PEMANFAATAN DTSEN UNTUK BANTUAN SOSIAL 

DI DINAS SOSIAL P3A

ALAT BANTU DISABILITAS

BLT DBH CHT

KUBE FM (KELOMPOK 

USAHA BERSAMA FAKIR 

MISKIN)

USEP KM (USAHA 

SOSIAL EKONOMI 

PEREMPUAN KELUARGA 

MISKIN)

05

06

07

08

PKH (PROGRAM 

KELUARGA HARAPAN)

PERMAKANAN SIAP SAJI, 

PERMAKANAN  SEMBAKO 

BPNT/SEMBAKO

JAMINAN KESEHATAN
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